
BUPATILAMONGAN 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR .,l;I. TAHUN 2015 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI LAMONGAN , 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, 
perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Desa di Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di 
lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan 
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor I 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 32); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2093); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
2007 Nomor 10/E) ; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Lamongan 
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Lamongan 
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukurn yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usu!, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, 
adalah lem bag a yang melaksanakan fungsi pemerin tahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan desa. 

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 
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13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 

15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 
perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa 
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 

18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya 
disingkat PTPKD, adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala 
Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 

19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan 
pengelolaan keuangan desa: 

20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan 
bidangnya. 

21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi 
urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan 
desa. 

22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang 
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank 
yang ditetapkan. 

23. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan 
desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. 

24. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui 
rekening kas desa. 

25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa 
dengan belanja desa. 

26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa 
dengan belanja desa. 

27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. 

28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 
BPD. 
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BAB I! 
ASAS PENGELOLMN KEUANGAN DESA 

Pasal 2 

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

BAB lII 
KEKUASMN PENGELOLMN KEUANGAN DESA 

Pasal 3 

( 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 
dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik 
desa yang dipisahkan. 

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 
b. menetapkan PTPKD; 
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan 

desa; 
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam 

APBDesa; dan 
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBDesa. 
(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, 

di ban tu oleh PTPKD. 

Pasal 4 

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari 
unsur Perangkat Desa, terdiri dari: 
a. Sekretaris Desa; 
b. Kepala Seksi ; 
c. Kepala U rusan; dan 
d. Bendahara. 

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa. 

Pasal 5 

{1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a 
bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan 
desa. 

(2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan 
keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 



b. menyusun 
perubahan 
APBDesa; 
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RancangaJJ, Peraturan Desa tentang APBDesa, 
APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang 
telah ditetapkan dalam APBDesa; 

d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBDesa; dan 

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan 
pengeluaran APBDesa. 

Pasal6 

(1) Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf b dan huruf c, bertindak sebagai pelaksana kegiatan 
sesuai dengan bidang dan urusannya. 

(2) Kepala Seksi dan Kepala U,usan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya; 
b. melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga 

Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; 
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 

anggaran belanja kegiatan; 
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala 

Desa; dan 
f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 7 

(1) Bendahara sebagaimana d1maksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d di 
jabat oleh staf pada Urusan Keuangan atau perangkat desa yang 
dipandang mampu. 

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas 
menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan 
pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 

( 1) APBDesa, terdiri atas : 
a. Pendapatan Desa; 
b. Belanja Desa; dan 
c. Pembiayaan Desa. 

BAB IV 
APBDesa 

Pasal 8 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. 

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 



Bagian Kesatu 
Pendapatan 

Pasal 9 
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(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf 
a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang 
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu 
dibayar kembali oleh desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), 
terdiri atas kelompok : 
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa); 
b. Transfer; dan 
c. Pendapatan Lain-Lain. 

(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
terdiri atas jenis : 
a. hasil usaha; 
b. hasil aset; 
c. swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan 
d. lain-lain pendapatan asli desa. 

(4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara 
lain hasil Bumdes, tanah kas desa. 

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain 
tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan 
1ngas1. 

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang 
melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai 
dengan uang. 

(7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf d antara lain hasil pungutan desa. 

Pasal 10 

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 
huruf b, terdiri atas jenis: 
a. Dana Desa; 
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
c. Alokasi Dana Desa (ADD); 
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan 
e. Bantuan Keuangan APBD. 

(2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan 
khusus. 

{3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan 
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling 
ban yak 30% (tiga puluh perseratus). 

(4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis: 
a. hi bah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan 
b. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 
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Pasal 11 

( 1) Hi bah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah 
pemberian berupa uang dari pihak ke tiga. 

(2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil 
kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang 
berlokasi di desa. 

Bagian Kedua 
Belanja Desa 

Pasal 12 

(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, 
meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan 
kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. 

(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan 
dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. 

Pasal 13 

(1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
huruf b, terdiri atas kelompok : 
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; 
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 
e. Belanja Tak Terduga. 

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam 
RKPDesa. 

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis 
belanja: 
a. pegawai; 
b. barang dan jasa; dan 
c. modal. 

Pasal 14 

( 1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) 
huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan 
tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan 
dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan 
pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya 
dibayarkan setiap bulan. 
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Pasal 15 

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan 
barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. 

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: 
a. alat tulis kantor; 
b. benda pos; 
c. bahan/material; 
d. pemeliharaan; 
e. cetak/penggandaan; 
f. sewa kantor desa; 
g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor; 
h. makanan dan minuman rapat; 
1. pakaian dinas dan atributnya; 
J. perjalanan dinas; 
k. upah kerja; 
1. honorarium narasumber / ahli; 
m. operasional Pemerintah Desa; 
n. operasional BPD; 
o. operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa; 
p. operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga; 
q. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan 
r. pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat. 

(3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r dilakukan untuk 
menunjang pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 16 

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, 
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan 
barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) 
bulan. 

(2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan 
desa. 

Pasal 17 

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), 
Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia 
anggarannya. 

(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan 
berulang dan/ atau mendesak. 

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain 
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. 

(4) KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena KLB/wabah. 
(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 
{6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dianggarkan dalam belanja tidak terduga. 
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Pasal 18 

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu d1bayar kembah 
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
kelompok: 
a. penerimaan pem biayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a, mencakup : 
a. SiLPA tahun sebelumnya; 
b. pencairan dana cadangan; dan 
c. basil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain 
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan 
belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. 

(5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan 
pem biayaan yang digunakan un tuk : 
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil 

dari pada realisasi belanja; 
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan 
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun 

anggaran belum diselesaikan. 
(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

b, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari 
rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran 
berkenaan. 

(7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c, digunakan untuk menganggarkan 
hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 

Pasal 19 

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
(2) huruf b, terdiri dari : 
a. pembentukan dana cadangan; dan 
b. penyertaan modal Desa. 

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang 
penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan 
dalam satu tahun anggaran. 

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 
memuat: 
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 

dianggarkan; 
d. sumber dana cadangan; dan 
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 



II 

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari 
penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri. 

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa 
jabatan Kepala Desa. 

BABV 
PENGELOLMN 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Pasal 20 

(!) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa kepada Kepala Desa. 

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk 
dibahas dan disepakati bersama. 

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun 
berjalan. 

Pasal 21 

(!) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati 
bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan 
oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) 
hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (!) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak 
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. 

(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku 
dengan sendirinya. 

(4) Dalam ha! Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan 
Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa 
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung 
sejak diterimanya hasil evaluasi. 

Pasal22 

( 1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap 
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi 
Peratu.ran Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan 
Keputusan Bupati. 

(2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
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sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran 
sebelumnya. 

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala 
Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional 
penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

(4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut 
Peraturan Desa dimaksud. 

Pasal 23 

(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
lenlang APBDesa kepada Carnal. 

(2) Pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
kepada Carnal sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilelapkan dalam 
Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 24 

( 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan desa dilak:sanakan melalui rekening kas desa. 

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud 
pada ayal (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

Pasal 25 

(1) Pemerinlah Desa dilarang melakukan pungulan sebagai penerimaan 
desa selain yang diletapkan dalam Peraluran Desa. 

(2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa, 
bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa paling banyak 
Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

Pasal26 

(1) Pengeluaran desa yang mengakibalkan beban APBDesa tidak dapal 
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 

(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayal (2) tidak 
termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan 
operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala 
Desa. ·· 

(3) Penggunaan biaya lak lerduga lerlebih dulu harus dibual Rincian 
Anggaran Biaya yang lelah disahkan oleh Kepala Desa. 

Pasal 27 

( 1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan 
kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana 
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Anggaran Biaya. 
(2) Rencana Anggaran Bia ya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. 
(3) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan 

pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja 
kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan 
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa. 

Pasal 28 

( 1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP} kepada Kepala Desa. 

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan 
sebelum barang dan/ atau jasa diterima. 

Pasal 29 

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri 
atas: 
a. SPP; 
b. pernyataan tanggung jawab belanja; dan 
c. lampiran bukti transaksi 

Pasal30 

( 1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh 

pelaksana kegiatan; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang 

tercantum dalam permintaan pembayaran; 
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana 

kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
(2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan 
pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. 

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) 
selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. 

Pasal 31 

Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak 
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak 
yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal32 

( 1) Perubahan Peraturan Desa ten tang APBDesa dapat dilakukan apabila 
terjadi : 
a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar 

jenis belanja; 
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b. keadaan yang menyebabkan Si!PA tahun sebelumnya harus 
digunakan dalam tahun berjalan; 

c. terjadi penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan 
desa pada tahun berjalan; dan/ atau 

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis 
ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; 

e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun anggaran. 

(3) Tata cara pengajuan dan pembahasan perubahan APBDesa adalah 
sama dengan tata cara penetapan APBDesa. 

Pasal33 

(1) Dalam ha! Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD 
Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak 
mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa 
tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan 
Kepala Desa ten tang perubahan APBDesa. 

(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diinformasikan kepada BPD. 

Bagian Ketiga 
Penatausahaan 

Pasal34 

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 
(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara 
tertib. 

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui 
laporan pertanggungjawaban. 

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat 
tanggal IO bulan berikutnya. 

Pasal35 

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (2), menggunakan: 
a. buku kas umum; 
b. buku Kas Pembantu Pajak; dan 
c. buku Bank. 

Bagian Keempat 
Pelaporan 

Pasal36 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 
kepada Bupati berupa: 
a. laporan semester pertama; dan 
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b. laporan semester akhir tahun. 
(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a berupa laporan realisasi APBDesa. 
(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli 
tahun berjalan. 

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun 
beriku tnya. 

Bagian Kelima 
Pertanggungjawaban 

Pasal37 

( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan. 

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 
Desa. 

(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: 
a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; 
b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun 

Anggaran berkenaan; dan 
c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 

masuk ke desa. 

Pasal 38 

La po ran Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Pasal39 

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan 37 
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media 
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. 

Pasal 40 

( 1) La po ran realisasi dan la po ran pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 
disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain. 
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(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 
(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 41 

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rencana Anggaran 
Biaya, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran, 
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Penatausahaan, Laporan Realisasi 
Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun 
serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 
huruf a dan huruf b, Pasal 36 dan Pasal 37 tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 42 

(1) Camat wajib membina dan mengawasi pclaksanaan pengelolaan 
keuangan desa. 

(2} Pengawasan fungsional pelaksanaan pengelolaan keuangan desa 
dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan. 

Pasal43 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Kabupaten Lamongan 

pengundangan 
Berita Daerah 

Ditetapkan di Lamongan 

Diundangkan di Lamongan 
Pada tanggal 18 Mei 2015 

pada tan gal 1% M.t.t .:2.01~ 

p 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
LAM NGAN 

BERlTA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 22 



Lampiran Peraturan Bupati Lamongan 
Nomor >.z Tahun 2015 
Tanggal: 18 Mt, 2015 

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, 
RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN, SURAT 

PERMINTAAN PEMBAYARAN, PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 
APBDESA SEMESTER PERTAMA DAN SEMESTER AKHIR, SERTA 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 
PELAKSANAAN APBDESA 

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa 

LAMBANG 
PEMDES 

Menimbang 

Mengingat 

PEMERINTAH DESA 
KECAMATAN ........... . 

KABUPATEN ... .. 

PERATURAN DESA 
NOMOR ............ TAHUN .. 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA ................ . 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten 
Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan 
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDesa); 

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah 
dibahas dan disepakati bersama Sadan Permusyawaratan Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa ... tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan 
Desa .............. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 
Desa Tahun Anggaran 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan 
dalam Serita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah · 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); · • 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undarig Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ·Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); : 

4. Undang-Undang Nomor 15 _Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembara'n Negara Republik 
Indonesia No-inoi 66, Tambahan Lembarati. Negara Republik Indonesi.! 
Nomor 4400) ; ' 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421•); 
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 32); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2093); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2007 Nomor 10/E); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3). 

Dengan Kesepakatan Bersama 
SADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..... 

DENGAN 
KEPALA DESA .......... . 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DESA ................ TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA ...................... TAHUN ANGGARAN 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
berikut : 

Tahun Anggaran dengan rincian sebagai 

1. Pendapatan Desa 
2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
b. Bidang Pembangunan 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
e. Bidang Tak Terduga 
Jumlah Belanja 
Surplus/Defisit 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a - b) 

Rp .............. . 

Rp ... . 
Rp ......... . 
Rp .. . 
Rp 
Rp .. 
Rp. 
Rp 

Rp. 
Rp .......................... .. 
Rp. 
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Pasal 2 

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ................ sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pasal 3 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasal4 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna 
pelaksanaan Peraturan Desa ini. 

Pasal 5 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam 
Lembaran Desa clan Serita Desa oleh Sekretaris Desa. 

Ditetapkan di 
pada tanggal ........... . 

KEPALA DESA 



KODE 
REKENJNG 

1 

1 
1 1 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 

1 2 
1 2 1 
1 2 2 

1 2 3 
1 2 4 
1 2 4 1 
1 2 4 2 

1 3 
1 3 1 

1 3 2 

2 
2 1 
2 1 1 
2 1 1 1 

2 1 2 
2 1 2 2 

2 1 2 3 

2 1 3 
2 1 3 2 

2 1 4 
2 1 4 2 

Lampiran Peraturan Desa ..... 
Nomor 
Tahun : 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA ... . 
TAHUN ANGGARAN ..... . 

URAIAN 

2 
PENDAPATAN 

Pendapatan Asli Desa 
Hasil Usaha 
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 
Lain-lain Pendaoatan Asli Desa yang sah 

Pend,,natan Transfer 
Dana Desa 
Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah 
kabupaten/ kota 
Alokasi Dana Desa 
Bantuan Keuangan 
Bantuan Provinsi Jawa Timur 
Bantuan Kabuoaten Lamone:an 

PendatJatan Lain lain 
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak 
mengikat 
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 

JUMLAH PENDAPATAN 

BELANJA 
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Penghasi.lan Tetan dan Tun angan 
Belanja Pegawai: 
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 
. Insentif BPD 
- Tun iangan Sekdes (PNS) 
Ooerasional Pemerintahan Desa 
Belanja Barang dan Jasa 
- Alat Tulis Kantor 
- Benda POS 
- Pakaian Dinas dfan Atribut 
. Pakaian Dinas 
- Alat dan Bahan Kebersihan 
- Perialanan Dinas 
- Pemeliharaan 
- Air, Listrik,dasn Telenon 
- Honor 
- dst ............. ········· 
Belanja Modal 
- Komnuter 
- Meia dan Kursi 
- Mesin TIK 
- dst ········· .. ············ 

Operasional BPD 
Belanja Barang dan Jasa 
- ATK 
- Pen andaan 
- Konsumsi Ra= t 
- dst ...... ········· ·············· 
0Derasional RT 
Belanja Barang dan Jasa 

ANGGARAN 
[Rnl 

3 

4 

KETERANGAN 

4 
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- ATK 
- Pen andaan 
- Konsumsi Ranat 
- dst ................ ...... ....... 

2 1 5 Qnerasional LPM 

2 1 5 2 Belanja barang dan jasa 
-ATK 
-Penggandaan 
-Konsumsi Ranat 

2 1 6 Operaslonal Posuandu 
2 1 6 2 Belanja barang jasa 

-ATK 
-Penggandaan 
-Konsumsi Rapat 
-Dst 

2 1 7 Onerasional PKK 
2 1 7 2 Belanja barangjasa 

-ATK 
-Penggandaan 
-Konsumsi Rapat 
-Ost 

2 1 8 Ooerasional Karanataruna 
2 1 8 2 Belanja barangjasa 

-ATK 
-Penggandaan 
-Konsumsi Rapat 
-Ost 

2 1 9 Onerasional RW 
2 1 9 2 Belanja barangjasa 

-ATK 
-Penggandaan 
-Konsumsi Rapat 
-Ost 

2 1 10 Bela,Ua Preml Asuransl Kesehatan (BPJS) 
Kenala Desa dan Peranakat Desa 

2 1 11 Belanja Preml Asuransl Keoala Desa 
2 2 Bidang Pelaksanaan Pemban•••nnan Desa 
2 2 1 Perbalkan Saluran Irlgasl 

2 2 1 2 Belania Sarani! dan jasa 
- Unah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 1 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst .. ......... 

2 2 2 Pennasnalan Jalan desa 
2 2 2 2 Belanja Barani;r dan Jasa : 

- U'"'ah Keria 
- Honor 
- dst ... ············· ······················· 

2 2 2 3 Belania Modal: 
- AsnaJ 
- Pasir 
- dst .......... .... 

2 2 3 Pembannunan/Rehab Kantor/Balai Desa 
2 2 3 2 Belanja Barang clan Jasa : 

- Uoah Keria 
- Honor 
- dst .... ............ ······················· 

2 2 3 3 Belanja Modal: 
- Semen 

- Pasir 
- Ka·~· 
-dst 

2 2 4 Kelriatan ..... ·················· 



2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kenala Desa dan Peran_akat 
2 4 1 2 Belania BaranR: dan Jasa: 

- Honor oelatih 
- Konsumsi 
- Bahan pelatihan 
- dst ..................... 

2 4 2 Kegiatan ................. ·······"•' 

2 5 Bidanv Tak Terdmra 
2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 
2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 

- Honor tim 
- Konsumsi 
- Obat-obatan 
- dst. ....................... 

2 5 2 Kegiatan ........................... 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS/ DEF!SIT 

3 PEMBIAYAAN 
3 1 Penerimaan Pembiauaan 
3 1 1 SILPA 
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dioisahkan 

JUMLAH (RP) 

3 2 Penaeluaran Pembiauaan 
3 2 1 Pembentukan Dana Cadamran 
3 2 2 Penyertaan Modal Desa 

JUMLAH ( RP) 

B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 

RENCANA ANGGARAN BIA YA 

DESA ....................... KECAMATAN 
TAHUN ANGGARAN 

I. Bidang 
2. Kegiatan 
3. Waktu Pelaksanaan 

Rincian Pendanaan 

NO. URAIAN 

1 2 

JUMLAH /Rn.) 

Disetujui/ mengesahkan 
Kepala Desa ..... 

VOLUME 

3 

KEPALA DESA ....... 

HARGA SATUAN 
/Rn\ 

4 

...... , tanggal. 
Pelaksana Kegiatan 

6 

JUMLAH 
(Rp) 

5 
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Cara pengisian : 
1. Bidan.g diisi dengan kode rek.ening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. 
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa. 
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut 
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rin.cian kebutuhan da/am kegiatan. 
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat bernpa jumlah orang/ barang. 
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang mernpakan be saran untuk membayar orang/ barang 
7. kolom 5 diisi denganjumlahperkalian antara kolom 3 den.gun kolom 4. 
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C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGlATAN 

BVKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 
DESA. ................... KECAMATAN .............. . 
TAHUN ANGGARAN ..... 

1. Bidang ,. Ke<>1atan 
Penerimaan /Rol PenNeluaran!R Jumlah 

No. Tanggal Uraian Dari Swadaya 
Nomor Belanja Belanja Pengembalian ke 

Saldo Kas 

Bendahara Masyarakat 
Bukti Barang dan Modal Bendahara 

(Rp.) 

Jasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pindahan Jumlah dari halaman 
sebelumnya 

Jumlah 
Total Penerimaan Total PenPeluaran 

Total Pemi:eluaran + Saldo Kas 

.,tanggaL ... 
Pelaksana Kegiatan 

Cara pengisian: 
1. Bidang diisi berdasarkan klasifi.kasi ke/ompok. 
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa. 
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi. 
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi. 
6. Kolum 4 diisi denganjumlah rupiah yang diterima bendahara. 
7. Kolom 5 diisi denganjumlah rupiah yang diterim.a dari masyarakat. 
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi. 
9. Ko/om 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa. 
10. Ko/om 8 diisi denganjenis pengeluaran belanja modal. 
11. Ko/om 9 diisi denganjumlah rnpiah yang dikembalikan kepada bendalw.ra. 
12. Kolom 10 diisi denganjumlah sa/do kas dalam n,piah. 



D. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

DESA ......... . .. KECAMATAN ......... . 
TAHUN ANGGARAN 

1. Bidang 
2. Kegiatan 
3. Waktu Pelaksanaan 

Rincian Pendanaan 

NO. URAIAN PAGU PENCAIRAN PERMINTAAN JUMLAH 

ANGGARAN s/d YANG SEKARANG SAMPAI SAAT 
LALU !NI 

'R (Roi IR 'R 

JUMLAH 

................. , tanggal ....... 

Telah dilakukan verifikasi 
Sekretaris Desa ............... . 

Setujui untuk dibayarkan 
Kepala Desa ............... . 

Petunjuk pengisian : 

Pelaksana Kegiatan 

Telah dibayar lunas 
Bendahara 

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belan.ja desa. 
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa. 
3. Kolom 1 dengan nomor urut. 
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. 
6. Kolom 4 diisi dengan rincianjumlah an.ggaran yang telah dibayar sebelumnya. 
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. 
8. Kolom 6 diisi denganjumlahpermintaan dana sampai saat ini. 
9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran. 

8 

SISA DANA 

[Rn, 
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E. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA 
DESA ....................... KECAMATAN 

TAHUN ANGGARAN 

1. Bidang 
2. Kegiatan : ........... .. 

NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH 
!Roi 

1 2 3 

JUMLAH IR 

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan 
administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya . 

........ ,tanggal ..... . 

Pelaksana Kegiatan 

Cara pengisian: 
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. 
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urntan kegiatan dalam APBDesa 
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja 
5, Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja 
6. kolom 4 diisi dengan ju.mlah belanja 
7. baris ju.mlah diisi ju.ml ah keseluruhan 

4 



F. FORMAT PENATAUSAHAAN 
1. Buku Kas U mum 

BUKU KAS UMUM 
DESA .. . ...... KECAMATAN 

TAHUN ANGGARAN .... 

No. Tgl. KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN 
Rp. 

PENGELUARAN 
R 

1 2 3 4 5 

JUMLAH R 

MENGETAHUI 
KEPALA DESA ........ . 

Cara Penqisian : 
1. Kol om 1 diisi dengan nomor urut penerima kas a tau pengeluaran kas 
2. Kolom 2 diisi dengan tang gal penerimaan kas a tau pengeluaran kas 
3. Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas 
4. Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerim.aan kas atau pengeluaran kas 
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas 
6. Kolom 6 diisi denganjumlah rupiah pengeluaran kas 
7. Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi 
8. Kolom 8 diisi denganpenjumlahan komulatifpengeluaran kas 
9. Kolom 9 diisi dengan saldo kas. 
Catatan: 

R..,. 

sebclum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf olch Sekretaris Desa. 

6 

NO BUKTI 

7 

JUMLAH 
PENGELUARAN 

KOMULATIF 
8 

........ , tanggal .. 
BENDAHARA DESA .. 

10 

SALDO 

9 
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2. Buku Kas Pembantu Pajak 

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK 
DESA ... . ......... KECAMATAN ................. . 

TAHUN ANGGARAN ....... . 

No. TANGGAL URAIAN 
PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO 

'RP.I ,Ro. IRn.l 

1 2 3 4 5 

JUMLAH 

MENGETAHUI ................ , tanggal ............... . 
KEPALA DESA .................. . BENDAHARA OESA ............ . 

Cara Penqisian : 

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan a tau pengeluaran kas pengeluaran 
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran 
3. Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas 
4. Kolom 4 diisi denganjumlah rnpiahpenerimaan kas. 
5. Kolom 5 diisi denganjumlah rnpiahpengeluaran kas. 
6. Kolom 6 dii.si dengan saldo buk-u kas bendahara. 



3. Buku Bank Desa 

BUKU BANK DESA 
DESA .......... . ..... KECAMATAN ....... . 

TAHUN ANGGARAN ........ . 

PEMASUKAN 

No. 
TANGGAL URAIAN BUKTI TRANSAKSI 

TRANSAKSI TRANSAKSI 

1 2 3 

TOTAL TRANSAKSI BULAN !NI 
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF 

Cara Penqisian : 

MENGETAHUI 
KEPALA DESA ...... 

4 

SEWRAN 
(Rp) 

5 

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urnt pemasukan dan pengeluarandengan Bank. 
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank. 
3. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan danpengeluaran. 
4. Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi. 
5. Kolom 5 diisi dengan pemasukanjumlah setoran. 
6. Kolom 6 diisi dengan pemasukanjumlah bunga bank .. 
7. Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan. 
8. Kolom 8 diisi dengan pengeluaranjumlah pajak. 
9. Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi. 
1 0. Kolom 10 dii..">i dengan saldo Bank. 

BUNGABANK 
(Rp) 

6 
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BULAN 
BANK CABANG : 
REK. NO 
PENGELUARAN 

PENARIKAN PAJAK 
BIA YA SALDO 

ADMINISTRASI 
(Rp) (Rp) 

/R0
' 

7 8 . 9 10 

................ , tanggal ......... . 
BENDAHARA OESA ..... . 



1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

l 

1 

1 

2 

2 

2 
2 

2 
2 

2 

G. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DESA 
1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester 

Pertama) 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

SEMESTER PERTAMA 
PEMERINTAH DESA ............ . 
TAHUN ANGGARAN .............. . 

JUMLAH JUMLAH TAMBAH/ 
KODE URA.IAN 

ANGGARAN REALISASI KURANG KETERANGAN 
REKENING IR"' IR"' IRol 

1 2 3 4 

PEND AP AT AN 
1 Pendnnatan Asli Desa 
1 1 Hasil Usaha 

1 2 
Swadaya, Partisipasi dan Gotong 
Rovon" 

1 3 Lain-lain Pendanatan Asli Desa van!! sah 

2 Pend,..,..,atan Transfer 
2 1 Dana Desa 

2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi 
daerah kabupaten/ kota 

2 3 Alokasi Dana Desa 
2 4 Bantuan Keuangan 
2 4 1 Bantuan Provinsi Jawa Timur 
2 4 2 Bantuan Kabupaten Lamongan 

3 Pendanatan Lain lain 

3 1 
Hibah clan Sumbangan dari pihak ke-3 
vang tidak mengikat 

3 2 Lain-lain Pendanatan Desa vane: sah 

JUMLAH PENDAPATAN 

BELANJA 

1 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

1 1 Penahasilan Tetao dan Tu- 1anaan 
1 1 1 Belania Pee:awai: 

- Penghasilan Tetap Kepala Desa clan 
Peran.ukat 

- Tuniang;an Kepala Desa dan Perantn<-at 
- Insentif BPD 
- Tuniane:an Sekdes fPNS) 

1 2 Ooerasional Pemerintahan Desa 
1 2 2 Belania Barang clan Jasa 

- Alat Tulis Kantor 
- Benda POS 
- Pakaian Dinas dfan Atribut 

- Pakaian Dinas 
. Alat clan Bahan Kebersihan 
. Perialanan Dinas 
. Pemeliharaan 
- Air, Listrik,dasn Teleoon 
- Honor 
- dst ...... .. ............ 

l 2 3 Belania Modal 
. Komouter 
- Meia clan Kursi 
. Mesin TIK 
- dst ................. ........ 
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2 1 3 , tneraslonal BPD 
2 1 3 2 Belania Harang dan Jasa 

- ATK 
- Pen<><>andaan 
- Konsumsi Ranat 
- dst .................. ............ 

2 1 4 Ooeraslonal RT 
2 1 4 2 Belania Baram! dan Jasa 

- ATK 
- Pen•mandaan 

- Konsumsi Raoat 
- dst .. ························ ... 

2 1 5 Operasional LPM 
2 1 5 2 Belan_ia barang dan iasa 

-ATK 
-Penggandaan 
Konsumsi Ranat 

2 1 6 Onerasional Posuandu 
Belanja barangjasa 
-ATK 

2 1 6 2 -Penggandaan 
-Konsumsi Rapat 
-Ost 

2 1 7 Ooeraslonal PKK 
2 1 7 2 Belanja barane: iasa 

-ATK 
-Penggandaan 
-Konsumsi Rapat 
-Ost 

2 1 8 Onerasional Karanataruna 
2 1 8 2 Belania barang iasa 

-ATK 
-Penggandaan 
-Konsumsi Rapat 
-Ost 

2 1 9 Ooerasional RW 
2 1 9 2 Belania baran" iasa 

-ATK 
-Penggandaan 
-Konsumsi Rapat 
-Ost 
Belan,ja Premi Asuransi Kesehatan 

2 1 10 (BPJSJ Kepala Desa dan Perangkat 
Desa 

2 1 11 Befa-n1a Premi Asuransi Keoala Desa 

2 2 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan 
Desa 

2 2 1 Perbalkan Saluran Irlgasl 
2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa 

- Upah Kerja 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 1 3 Belanja Modal 
- Semen 
- Material 
- dst. ........... 

2 2 2 Penaasoalan falan desa 
2 2 2 2 Belanja Sarani;: dan Jasa : 

- Uoah Keria 
- Honor 
- dst ................................ ........ 

2 2 2 3 Belan_ia Modal: 
- Asnal 
- Pasir 
- dst .... .......... 



2 2 3 

2 2 3 2 

2 2 3 3 

2 2 4 

2 4 

2 4 1 

2 4 1 2 

2 4 2 

2 5 
2 5 1 
2 5 1 2 

2 5 2 

3 
3 1 
3 1 1 
3 1 2 
3 1 3 

3 2 
3 2 1 
3 2 2 

Pembangunan/Rehab KantorfBalai 
Desa 
Belania Baramr dan Jasa : 
- Upah Keria 
• Honor 
- dst .................. ······················ 
Belania Modal: 
- Semen 
- Pasir 
- Kam, 
-dst 
Kegiatan ....... .. ·············· 

Bidane: Pemberdavaan Masvarakat 
Keglatan Pelatlhan Kepala Desa dan 
Pera""~kat 
Belania Baran!! dan Jasa: 
- Honor oelatih 
- Konsumsi 
- Bahan oelatihan 
- dst. ........... ........ 

Kelliatan ........... ················· 

Bidanv Tak Terduga 
Kei:riatan Kejadian Luar Biasa 
Belania Baran!! dan Jasa: 
- Honor tim 
- Konsumsi 
- Obat-obatan 
- dst ........ ··············· 

Keiziatan ... ..... .......... ...... 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS/ DEFISIT 

PEMBIAYAAN 
Penerimaan Pembiauaan 
SILPA 
Pencairan Dana Cadam!an 
Hasil Kekavaan Desa Yane: dinisahkan 
JUMLAH f RP\ 

Penaeluaran Pembia11aan 
Pembentukan Dana Cadan~an 
Penvertaan Modal Desa 
JUMLAH (RPI 

DISETUJUI OLEH 
KEPALA DESA . 

15 



KODE 
REKENING 

1 

1 
1 1 

1 1 1 

1 1 2 

1 1 3 

1 2 
1 2 1 

1 2 2 

1 2 3 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 

1 3 

1 3 1 

1 3 2 

2 

2 1 

2 1 1 
2 1 1 

2 1 2 
2 1 2 

2 1 2 
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2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa {Semester 
Akhir Tahun) 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
SEMESTER AKHIR TAHUN 

PEMERINTAH DESA ... .. 
TAHUN ANGGARAN ............ . 

JUMLAH JUMLAH TAMBAH/ 

URAIAN 
ANGGARAN REALISASI KURANG KETERANGAN 

/R-• /Rnl /Roi 

2 3 4 5 6 

PINDAHAN SALDO SEMESTER 
PERTAMA 
PENDAPATAN 

Pendanatan Asli Desa 
Hasil Usaha 
Swadaya, Partisipasi dan Gotong 
Rovornz 
Lain-lain Pendaoatan Asli Desa vang sah 

Pendanatan Transfer 
Dana Desa 
Bagian dari basil pajak &retribusi 
daerah kabunaten/ kota 
Alokasi Dana Desa 
Bantuan Keuan9'an 

1 Bantuan Provinsi Jawa Timur 
2 Bantuan Kabuoaten Lamonrtan 

Pendanatan Lain lain 
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 
vano tidak menoikat 
Lain-lain Pendanatan Desa "anu sah 

JUMLAH PENDAPATAN 

BELANJA 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerlntahan Desa 
Penahasilan Tetnn dan Tw••anaan 

1 Belania Pe1mwai: 
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 

Peran-1,at 
- Tuniangan Kenala Desa dan Peran11kat 

Insentif BPD 
- Tunianuan Sekdes IPNS\ 
<'-erasional Pemerintahan Desa 

2 Belania Barani;r dan Jasa 
- Alat Tulis Kantor 
- Benda POS 
- Pakaian Dinas dfan Atribut 
- Pakaian Dinas 
- Alat dan Bahan Kebersihan 
- Perialanan Dinas 
- Pemeliharaan 
- Air, Listrik,dasn Tele,..,,...n 
- Honor 
- dst ............... ....... 

3 Belania Modal 
- Komnuter 
- Meia dan Kursi 
- Mesin TIK 
- dst .......... ·············· 
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2 1 3 n-.raswnal BPD 
2 1 3 2 Belania Baran!l dan Jasa 

- ATK 
- Pen""andaan 
- Konsumsi Raoat 
- dst .................... .......... 

2 1 4 Onerasional RT 
2 1 4 2 Belania Baramr dan Jasa 

- ATK 
- Pen ~~andaan 
- Konsumsi Rapat 

dst ................... ........... 
2 1 5 Onerasional LPM 
2 1 5 2 Belania barang clan iasa 

-ATK 
-Penggandaan 
-Konsumsi Ranat 

2 1 6 n..erastonal Posuandu 
Belanja barangjasa 
-ATK 

2 1 6 2 -Penggandaan 
-Konsumsi Rapat 
-Ost 

2 1 7 Onerasional PKK 
2 1 7 2 Belania baranl! iasa 

-ATK 
-Penggandaan 
-Konsumsi Rapat 
Ost 

2 1 8 Onerasional Karanntarana 
2 1 8 2 Belanja barang iasa 

-ATK 
-Penggandaan 
-Konsumsi Rapat 
-Ost 

2 1 9 Oaerasional RW 
2 1 9 2 Belania baramz iasa 

-ATK 
-Penggandaan 
-Konsumsi Rapat 
-Dst 
BelanJa Premi Asuransl Kesehatan 

2 1 10 (BPJSJ Kepala Desa dan Perangkat 
Desa 

2 1 11 Belanfa Premi Asuransl Keaala Desa 

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 
Desa 

2 2 1 Perba.fkan Saluran J-'~asf 
2 2 1 2 Belania Barang- dan jasa 

- Unah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 1 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst. .... ... .. 

2 2 2 Pennasoalan lalan desa 
2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa : 

- Unah Keria 
- Honor 
- dst. .................. ····················· 

2 2 2 3 Belania Modal: 
- Asnal 
- Pasir 
- dst ........... ... 
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2 2 3 
Pembangunan/Rehab Kantor/Balai 
Desa 

2 2 3 2 Belania Baran{!: dan Jasa : 
- Uoah Keria 
- Honor 
- dst ............ .... .. ···················· 

2 2 3 3 Belanja Modal: 
- Semen 
- Pasir 
- Kavu 
-dst 

2 2 4 Kegiatan ···············--······· 
2 4 Bid.anv Pemberda an Masvarakat 

2 4 1 
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan 
Peran_akat 

2 4 1 2 Belania Barang dan Jasa: 
• Honor pelatih 
- Konsumsi 
- Bahan oelatihan 
- dst ...... ......... .... 

2 4 2 Kegiatan .. ....... ········· ······· 
2 5 Bidane: Tak Terdu ..... 
2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 
2 5 1 2 Belania Barang dan Jasa: 

- Honor tim 
- Konsumsi 
- Obat-obatan 
- dst. ·········-··· ........ 

2 5 2 Keoiatan ......... ················· 
JUMLAH BELANJA 

SURPLUS/ DEFJSIT 

3 PEMBIAYAAN 
3 1 Penerimaan Pembiauaan 
3 1 1 SILPA 
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 
3 1 3 Hasil Kekavaan Desa Yang dioisahkan 

JUMLAH (RP! 

3 2 Penaeluaran Pembiauaan 
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 
3 2 2 Penvertaan Modal Desa 

JUMLAH f RP) 

DISETUJUI OLEH 
KEPALA DESA ...... . 
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H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA 

LAMBANG 
PEMDES 

Menimbang 

Mengingat 

PEMERINTAH DESA ..................... . 
KECAMATAN 

KABUPATEN .................. .. 

PERATURAN DESA 
NOMOR ............ TAHUN .. 

TENTANG 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALJSASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN ........... . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA ... 

: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 146 Peraturan Daerah Kabupaten 
Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa 
menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan;; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Sadan 
Permusyawaratan Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa ................. tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Selanja Desa ................ Tahun Anggaran ....... . 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan 
dalam Serita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400) ; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 



Menetapkan 
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Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peratu.ran Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 32); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2093); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2007 Nomor 10/E); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3). 

Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DENGAN 
KEPALA DESA .............. . 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DESA ................ TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
REALISASl PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA. ............ TAHUN ANGGARAN ... . 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ............ Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai 
berikut: 
1. Pendapatan Desa 
2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
b. Bidang Pembangunan 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
e. Bidang Tak Terduga 
Jumlah Belanja 
Surplus/Defisit 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan ( a - b) 

Rp .. 

Pasal 2 

Rp .. 
Rp .............. . 
Rp .. 
Rp 
Rp ........... . 

Rp ...... . 
Rp .......... . 
Rp 

Rp ........ . 

Uraian lebih lanjut mengenai basil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari : 
1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 

...... , 
2. Lampiran I! : Laporan Kekayaan Milik Desa; 
3. Lampiran lII Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa. 

Pasal 3 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 rnerupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 



Pasal4 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam 
Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa. 

Ditetapkan di ............... . 
pada tanggal ............. . 

KEPALA DESA .... . 



KODE 
REKENING 

1 

1 

1 1 

1 1 1 

1 1 2 

1 1 3 

1 2 
1 2 1 

1 2 2 

1 2 3 
1 2 4 
1 2 4 1 
1 2 4 2 

1 3 

1 3 1 

1 3 2 

2 

2 1 

2 1 1 
2 1 1 1 

2 1 2 
2 1 2 2 

2 1 2 3 

2 1 3 
2 1 3 2 

Lampiran I Peraturan Desa ... 
Nomor 
Tahun : 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa 
PEMERINTAH DESA 
TAHUN ANGGARAN .. 

JUMLAH JUMLAH TAMBAH/ 

URAIAN ANGGARAN REALJSASI KURANG 

/R0
' /R"' /Roi 

2 3 
PENDAPATAN 

Pendapatan Asli Desa 
Hasil Usaha 
Swadaya, Partisipasi dan Gotong 
Rovon1r 
Lain-lain Pendaoatan Asli Desa yang sah 

Pendavatan Transfer 
Dana Desa 
Bagian dari basil pajak &retribusi 
daerah kabunaten / kota 
Alokasi Dana Desa 
Bantuan Keuangan 
Bantu.an Provinsi Jawa Timur 
Bantuan Kabunaten Lamongan 

Pen atan Lain lain 
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 
vang tidak mengikat 
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 

JUMLAH PENDAPATAN 

BELANJA 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerlntahan Desa 
Penahasilan Tetao dan Tuntanaan 
Belania Pe=wai: 
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 

Perane:kat 
- Tunianl!an Keoala Desa dan Peran!lkat 
- Insentif BPD 
- Tuniangan Sekdes /PNSl 
r tnerasional Pemetintahan Desa 
Belania Harang dan Jasa 
- Alat Tulis Kantor 
- Benda POS 
- Pakaian Dinas dfan Atribut 
- Pakaian Dinas 
- Alat clan Bahan Kebersihan 
- Perialanan Dinas 
- Pemeliharaan 
- Air, Listrik,dasn Teleoon 
- Honor 
- dst. ·············· ...... 
Belania Modal 
- Komnuter 
- Meia dan Kursi 
- Mesin TIK 
- dst. ......................... 

Ooerasional BPD 
Belania Barang dan Jasa 
- ATK 
- Peno-o-andaan 

22 

KETERANGAN 

4 
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- Konsumsi Raoat 
- dst ............................ .. 

2 1 4 Oneraslonal RT 
2 1 4 2 Belanja Barang; dan Jasa 

- ATK 
- Pen"i;randaan 
- Konsumsi Ranat 
- dst. ····················· ....... 

2 1 5 1,nenzsional LPM 
2 1 5 2 Belania barane dan iasa 

-ATK 
-Penggandaan 
-Konsumsi Ranat 

2 1 6 Operasional Pos11andu 
Belanja barang jasa 
-ATK 

2 1 6 2 -Penggandaan 
-Konsumsi Rapat 
-Ost 

2 1 7 Ooerasional PKK 
2 1 7 2 Belania baran" iasa 

-ATK 
-Penggandaan 
-Konsumsi Rapat 
-Ost 

2 1 8 Operasional Karanataruna 
2 1 8 2 Belan_ia barang jasa 

-ATK 
-Penggandaan 
-Konsumsi Rapat 
-Ost 

2 l 9 Ooerasional RW 
2 1 9 2 Belanja baran11 iasa 

-ATK 
-Penggandaan 
-Konsumsi Rapat 
-Ost 
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 

2 1 10 (BPJS) Kepala Desa dan Perangkat 
Desa 

2 1 11 Belan<a Premi Asuransi Kennla Desa 

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 
Desa 

2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasl 
2 2 1 2 Belan_ia Barang dan jasa 

- Upah Keria 
- Honor 
- dst .................... 

2 2 1 3 Belania Modal 
- Semen 
- Material 
- dst.. .......... 

2 2 2 Penaasoalan falan desa 
2 2 2 2 Belania Baran£ dan Jasa : 

- Uoah Keria 
- Honor 
- dst ............... ························· 

2 2 2 3 Belania Modal: 
- Asoal 
- Pasir 
- dst .... .......... 

2 2 3 Pembangunan/Rehab KantorjBalai 
Desa 

2 2 3 2 Selan/a Barane: dan Jasa : 
- Uoah Keria 
- Honor 
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- dst. .............. ························· 
2 2 3 3 Belania Modal: 

- Semen 
- Pasir 
- Ka"' 
-dst 

2 2 4 KeP-iatan ...... ·················· 

2 4 Bidan"" Pemberdavaan Masvarakat 

2 4 1 
Keglatan Pelatlhan Kepala Desa dan 
Peranakat 

2 4 1 2 Belanja Sarani! dan Jasa: 
- Honor oelatih 
- Konsumsi 
- Bahan nelatihan 
- dst ............... ..... 

2 4 2 Ke12:iatan ........... .. ·············· 

2 5 Bidane: Tak Terdue:a 
2 5 1 Kegiatan Keiadian Luar Biasa 
2 5 1 2 Belania Baranl! dan Jasa: 

- Honor tim 
- Konsumsi 
- Obat-obatan 
- dst .......... ······ . ..... 

2 5 2 Kee:iatan ..... ·············· ...... 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS/ DEFISIT 

3 PEMBIAYAAN 
3 1 Penerimaan Pembia11aan 
3 1 1 SILPA 
3 1 2 Pencairan Dana Cadane:an 
3 1 3 Hasil Kekavaan Desa Yang di,,.isahkan 

JUMLAH f RP\ 

3 2 Penne/uaran Pembiauaan 
3 2 1 Pembentukan Dana Cadane:an 

3 2 2 Penvertaan Modal Desa 
JUMLAH f RP\ 

- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN 
PEMBIA Y AAN-PENGELUARAN 
PEMBIA Y AAN) 

- SILPA tahun berjalan (SELISIH 
ANTARA PEMBIAYAAN NETTO 
DEN GAN HASIL SURPLUS 'DEFISJTl 

KEPALA DESA . 



I. 

Lampiran II Peraturan Desa .. 
Nomor 
Tahun : 

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA 
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 .. 

URAIAN TAHUN N 
(Tahun Periode 

Pelanoranl 
ASET DESA 
A. ASET LANCAR 

1. Kas Desa 
a. Vang kas di Bendahara Desa 
b. Rekening Kas Desa 

2. Piutang 
a. Piutang Sewa Tarrah 
b. Piutang Sewa Gedung 
C. dst. ..... 

3. Persediaan 
a. Kertas Segel 
b. Materai 
c. dst . .... 

JUMLAH ASET LANCAR 
B. ASET TIDAK LANCAR 

1. lnvestasi Pennanen 
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa 

2. Aset Tetap 
- Tarrah 
- Peralatan clan Mesin 
- Gedung dan bangunan 
- Jalan, Jaringan clan lnstalasi 
- dst ....... 

3. Dana Cadangan 
- Dana Cadangan 

4. Aset tidak lancar Lainnva 
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 
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TAHUN N-1 
(Tahun Sebelumnya) 

UMLAH ASET IA + BJ 
II. KEW AJIBAN JANG KA PEND EK 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH/ I - II) 

KEPALA DESA ...... . 

Penjelasan tabe/ : 
1, Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan as/i desa, dibeli atau diperoleh 

atas be ban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa a tau perolehan hak lainnya yang sah. 
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di 

rekening kas desa. 
3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara 

lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) 
tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama terse but. 

4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan 
uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas 
segel, materai, deposito, giro. 

5. Aset Desa D'dak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa 
antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi. 

6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan 
dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

7. Kewajiban adalah utang yang n"mbul karena adanya pinJ°aman oleh Pemen·ntah. 
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah deso.. 

Catatan: 
Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka 
peluang untuk pinjaman. 



Lampiran III Peraturan Desa. 
Nomor 
Tahun : 

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA 

Tanggal 

Desa 

Kecamatan 
Kabupaten 

No. 
Jenis 

Kegiatan 
Lokasi 

Kegiatan 

sub 1'otal J·enis Keo-i"'tan ,n 

. Sub Total Jeriis Ke<natan 12) 

Sub'-Total ,Jen:is Kei:ri,,.fan'f3l 

Sub '.fota! (4) 

Total 11 s/d 41 

Rincian 
Volume 

Kegiatan 
Satuan 

Sumber 
Dana 

. .. 

.. -- . ,' 
·_., . ,,._ . • .. 

. 
(-=-

=:'· 

tanggal, ................... . 
Kepala Desa 
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Jumlah 
(Rp) 

Ro. 

Ro; 

Ro. 

Rp . 

Rn. 


